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Dari Redaksi 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Ius Quia Iustum masih konsisten menerbitkan artikel ilmiah bagi para penikmat 

literasi hukum di seluruh penjuru dunia. Pada edisi No. 1 Vol. 29, Januari 2022 ini, tim redaksi Jurnal Ius Quia Iustum masih 

berkomitmen menyajikan artikel-artikel hasil penelitian terbaik dan aktual guna menunjang referensi tentang hukum bagi 

para pembaca. Artikel yang ditulis Haekal Al Asy’ari dengan judul “The Evolution of Cyberterrorism: Perspectives and 

Progress from The European Union and Association of Southeast Asian Nation”, berhasil menganalisis perbedaan 

pendekatan dan kerangka hukum antara European Union (EU) dan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam 

mengatasi cyberterrorism. Lantas bagaimana perbedaan pendekatan dan kerangka hukum serta strategi dalam mengatasi 

cyberterrosisme diantara kedua organisasi internasional tersebut? Pembaca dapat membaca di urutan pertama edisi kali ini. 

Masih dalam radius kajian tentang kejahatan melalui dunia maya, tim redaksi menyajikan artikel yang membahas penagihan 

hutang dengan cara merusak reputasi pemilik hutang di media sosial dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran hukum dalam Undang-Undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel yang ditulis Saiful Bahri dengan judul “Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan 

Penyebaran Data Diri Di Media Sosial” dapat dibaca pada urutan kedua edisi kali ini. Artikel Reza Zulfikar, yang 

menganalisis status hukum objek jaminan fidusia dan jaminan hukum pemegang hak terhadap objek jaminan yang dirampas 

oleh negara untuk pembayaran uang pengganti melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan debitur. 

Artikel ini bermuara pada sebuah rekomendasi perlunya merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia demi formulasi hukum 

yang jelas terkait proses perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara untuk 

pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi. 

Adanya dua perkara atas dasar dua norma hukum yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dapat 

mengakibatkan terjadinya ‘perselisihan pra-yudisial’, sehingga hakim harus menjawab pertanyaan (1) apakah terdapat 

titik singgung sehingga membuat putusan suatu perkara bergantung pada putusan perkara lainnya; dan (2) jika 

memang terdapat saling ketergantungan demikian, lalu perkara mana yang harus ditunda terlebih dahulu sambil 

menunggu putusan pengadilan lain. Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani berhasil 

menganalisis dan mengusulkan formulasi penyelesaiannya di dalam artikel urutan keempat. 

Beranjak dari isu di atas, artikel selanjutnya menyoroti lanskap hukum investasi internasional di Indonesia dengan 

berakhirnya rezim Bilateral Investment Treaty (BIT) yang sudah berlangsung lama. Nur Gemilang Mahardhika 

menganalisis kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pemerintah di balik tindakan terminasi BIT, serta mengulas 

dengan cara apa gerakan terminasi BIT ini dapat benar-benar melayani kepentingan nasional Indonesia dan 

menguntungkan pembangunan ekonominya namun pada saat yang bersamaan juga mempromosikan dan melindungi 

investasi asing – terutama pada elemen inti yakni hak langsung investor untuk mengajukan arbitrase. 

Redaksi berharap edisi kali ini bisa terus memberi perluasan wawasan, pencerahan, manfaat yang luas, serta 

menginspirasi dilakukannya penelitian lanjutan. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam penerbitan edisi ini, 

kemudian kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat, detail, dan amat baik menelaah dan memberi catatan-catatan 

untuk tulisan-tulisan dalam edisi kali ini. Dan tak lupa, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada setiap penulis yang 

telah aktif memroses artikel ini sehingga dapat disajikan bagi para pembaca. 

Selamat membaca. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Redaksi 


